BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Peran jaksa dalam melakukan pengawasan terhadap narapidana
bebas bersyarat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c
belum sepenuhnya dilaksanakan oleh jaksa di kejaksaan negeri kota
kupang. Hal ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang ada di

kejaksaan negeri kota kupang.

Bentuk pengawasan terhadap narapidana yang memperoleh
pembebasan bersyarat dilakukan berdasarkan ketentuan pelepasan
bersyarat yang ditetapkan oleh pihak pemasyarakatan yang mengusulkan
pada Menteri Kehakiman bagi seseorang selain karena dinilai telah
berkelakuan baik selama pembinaan dan telah memenuhi syarat. Mengenai
pelaksanaan pengawasan terhadap narapidana bebas bersyarat dilakukan
oleh jaksa ditempat terpidana tinggal dengan paraf buku absen
pembebasan bersyarat yang ditujukan kepada terpidana pada waktu
tertentu secara berkala. Jika narapidana tidak melakukan wajib lapor
selama lebih dari 2 (dua) kali maka jaksa wajib mencari tahu keberadaan

narapidana tersebut.

Pembebasan bersyarat yang diberikan kepada narapidana bertujuan

untuk mengurangi kepadatan di dalam Lapas, mendorong narapidana



untuk berkelakuan baik dan membuktikan kepada masyarakat bahwa
narapidana tersebut telah layak untuk kembali hidup dan tinggal bersama

masyarakat.
5.2. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan agar:

1. Pihak kejaksaan tidak hanya melakukan pengawasan secara pasif
atau hanya melalui wajib lapor secara berkala, tetapi harus
disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Perlunya penambahan jumlah petugas kejaksaan negeri kota
kupang, sehingga dapat dibentuk petugas yang secara khusus
mengawasi narapida yang memperoleh pembebasan bersyarat,

sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan secara optimal.
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